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Wali Kota Tasikmalaya 

Provinsi Jawa Barat 

 
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR 82 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 

TENTANG PAJAK DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA TASIKMALAYA, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 65 ayat (1) 

huruf b Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota 

Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah, perlu menetapkan format Surat Pemberitahuan 

Pajak Terutang (SPPT); 

b. bahwa format Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

(SPPT) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu 
dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak 
Daerah 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);  

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844);  

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);  

9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota 
Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 
Nomor 151); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 79 
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TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. 

Pasal I 

Ketentuan Huruf B Lampiran III dalam Peraturan Wali 

Kota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 482) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 

Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 

2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kota Tasikmalaya Nomor 4  Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 
Nomor 171) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 

B. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SPPT 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 

 
 

 
Ditetapkan di Tasikmalaya 

pada tanggal  31 DESEMBER 2019   

WALI KOTA TASIKMALAYA, 
 

 ttd 
 

 
                                                                         H. BUDI BUDIMAN 

 
 
Diundangkan di Tasikmalaya 

pada tanggal    31 DESEMBER 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 

 
 

 ttd 
 
 

        H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN 
 

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 83 


